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ABSTRAK

SRI ANGRAENI, 2018. Pengaruh Pajak Progresif Kendaraan Terhadap
Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada UPTD Samsat
Gowa. Dibimbing oleh Pembimbing | Andi Rustam dan Pembimbing II Ismail
Rasulong

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pajak
Progresif Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor. Objek penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di UPTD
Samsat Gowa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif, data sekunder dan pengujian hipotesis dilakukan dengan
menggunakan analisis regresi linier sederhana.

Analisis uji statistik yang digunakan adalah uji t untuk membuktikan
seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil dari
penelitian adalah pajak progresif berpengaruh terhadap penerimaan bea balik
nama kendaraan bermotor karena akibat diterapkannya tarif pajak progresif
jumlah bea balik nama kendaraan bermotor mengalami peningkatan.

Kata kunci: Pajak Progresif, Penerimaan Bea Balik Nama.



ABSTRACT

SRI ANGRAENI, 2018. Progressive Vehicle Tax Influence on Acceptance of
Motor Vehicle Transfer Charges at Gowa Samsat UPTD. Supervised by
Advisor | Andi Rustam and Advisor Il Ismail Rasulong.

The purpose of this study was to determine the effect of Motor Vehicle
Progressive Tax on the receipt of Motor Vehicle Transfer Charges. The object of
research used in the preparation of this thesis is Motor Vehicle Tax and the
transfer fee for motor vehicle names at UPTD Gowa Samsat. The method used in
this study is descriptive method, secondary data and hypothesis testing carried
out using simple linear regression analysis.

The statistical test analysis used is the t test to prove how much influence
the independent variable has on the dependent variable. The results of the study
are that progressive tax has an effect on the receipt of treansfer fees for
motorized vehicles because as a result of the implementation of progressive
tariffs the number of transfer fees for motorized vehicles has increased.

Keywords: Progressive Taxes, Receipt of Transfer of Name Fees.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Manajemen transportasi di kota besar dewasa ini sudah dirasakan
merugikan banyak pihak dengan kemacetan yang mengarah inefisiensi dan
tingginya social cost amat besar, jika tidak ditanggulangi dengan tepat dan cepat.
Salah satu alat untuk mengurai masalah transportasi khususnya kemacetan jalan
mungkin bisa memanfaatkan kebijakan yang dilandasi ‘fungsi mengatur'dalam
perpajakan khususnya pajak daerah. Beberapa pengeluaran pemerintah
menggunakan dana pajak di antaranya: belanja pegawai dan pembiayaan
pembangunan sarana umum, seperti: jalan, jembatan, rumah sakit, hingga kantor
polisi. Pemberlakuan Undang-undang tentang Desentralisasi Fiskal sejak tanggal
1 Januari 2001, memberi mandat luas kepada pemerintah daerah (PemDa) untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menyelenggarakan fungsi
birokrasinya guna menaikkan kesejahteraan masyarakat.

Alasan teoritis pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah
penggunaan jalan raya yang merupakan barang publik oleh masyarakat.
Penggunaan jalan raya menimbulkan biaya langsung dan tidak langsung. Saat
ini konsumen sudah cukup dibebani dengan berbagai jenis pajak saat pembelian
kendaraan baru. Mulai dari pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan
barang mewah (PPnBM), pajak kendaraan bermotor (PKB). Untuk kendaraan
import dikenakan pajak tambahan berupa bea masuk dan PPN Import. Melalui
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, pemerintah pusat mengalihkan beberapa pajak yang semula ditarik oleh

pusat menjadi pajak daerah.



Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), data kepemilikan jumlah kendaraan
bermotor di Indonesia pada tahun 2008 sebanyak 61.685.063 unit. Pada tahun
2009 sebanyak 67.336.644 unit, pada tahun 2010 sebanyak 76.907.127 unit,
pada tahun 2011 sebanyak 85.601.351 unit, dan pada tahun 2012 terjadi
kenaikan sekitar 1,5% sebanyak 1.3jt menjadi 86.901351 unit (Badan Pusat
Statistik, 2011).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki peranan penting bagi
pendapatan daerah, karena memberi kontribusi yang cukup besar bagi
pendapatan Asli daerah. Pajak memiliki peran penting, selain berfungsi sebagai
sumber pendapatan negara juga memiliki fungsi distribusi (pemerataan)
pendapatan. Pajak Penghasilan orang pribadi merupakan salah satu instrumen
dalam rangka mengatasi kesenjangan distribusi pendapatan antara orang
(masyarakat) yang memiliki penghasilan tinggi dan yang memiliki penghasilan
rendah. Oleh karena itu, tarif Pajak Penghasilan pribadi di Indonesia mengenal
tarif pajak progresif dimana semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pula
tarif Pajak Penghasilannya.

Pajak Progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara
menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan
objek pajak. Pungutan pajak progresif kendaraan di Sulawesi Selatan di terapkan
mulai 3 Maret 2014 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10/2010 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerapan Pajak Progresif ini diharapkan
bisa menekan volume kendaraan dan mengurangi angka kemacetan yang
disebabkan padatnya kendaraan bermotor pribadi. Dengan pajak ini, pemilik
kendaraan pribadi membayar pajak lebih mahal untuk pemilikan kendaraan

kedua dan selanjutnya. Kendaraan milik pribadi pertama hanya akan dikenai



PKB 1,5 persen terhadap nilai jual, untuk kendaraan kedua dan selanjutnya, tarif
PKB ditetapkan 2-5 persen tergantung keputusan pemerintah provinsi. Selain itu
dengan penerapan pajak progresif ini diharapkan meningkatkan Pendapatan Asli
daerah di Kabupaten Gowa, karena dengan meningkatnya jumlah pajak yang
harus dibayarkan oleh wajib pajak, tentu saja berpengaruh terhadap Pendapatan
Asli Daerah. Akan tetapi, karena banyak yang tidak mengerti sepenuhnya
tentang penerapan pajak progresif ini, menyebabkan tidak sedikit terjadi
permasalahan pada saat warga akan membayar pajak kendaraan bermotor
mereka. Ternyata mereka harus membayar nominal lebih banyak disebabkan
jumlah kendaraan yang terdaftar atas nama warga tersebut walaupun
sebenarnya kendaraan tersebut sudah tidak dikuasai lagi. Hal ini terjadi karena
wajib pajak tersebut belum menyampaikan pemberitahuan atau laporan kepada
pihak Dinas Pelayanan Pajak yang menyatakan bahwa kendaraan yang
dimilikinya tersebut telah dijual. Dengan dasar laporan dan pernyataan Wajib
Pajak tersebut petugas Dinas Pelayanan Pajak melakukan pemblokiran terhadap
nomor polisi kendaraan yang bersangkutan untuk kendaraan yang telah dijual
sehingga tidak terkena tarif progresif. Pajak kendaraan yang telah dijual itu akan
dibebankan kepada pembelinya.

Setelah petugas Dinas Pelayanan Pajak melakukan pemblokiran maka
pembeli kendaraan bekas tersebut tidak dapat lagi mengurus pajak kendaraan
dengan meminjam KTP pemilik kendaraan pertama atau penjual, hal ini
membuat pembeli kendaraan bekas wajib untuk melakukan balik nama terhadap
kendaraan yang telah dibelinya sehingga dengan diberlakukannya tarif progresif
bukan hanya Pajak Kendaraan Bermotor saja yang meningkat tapi juga

penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bekas akan meningkat.



Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fajariani (2013) mengenai
pengenaan tarif pajak progresif berdasarkan the four maxims menyimpulkan
bahwa Asas dalam the four maxims yang dikemukakan oleh adam Smith
kelihatannya masih relevan untuk diterapkan dan sebaiknya harus tetap diacu
dalam perpajakan, yaitu kesamaan dan keseimbangan (equality), kepastian
hukum (certainty), kenyamanan untuk membayar (convenience), maupun
efesiensi (efficiency).

Dari penelitian yang dilakukan Nugraha (2012) mengenai penerapan
pajak progresif di kota Malang Jawa Timur menyimpulkan bahwa Penerapan
Pajak Progresif untuk Kendaraan Bermotor menimbulkan dampak positif dan
negatif. Dampak positif yaitu berkurangnya jumlah kendaraan, dan dampak
negatif masyarakat melakukan penyelundupan hukum. Sedangkan penelitian
yang dilakukan oleh Kusuma (2016) yaitu dampak positif dari pengenaan tarif
pajak progresif kendaraan bermotor terhadap wajib pajak adalah terjadinya
peningkatan pendapatan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang
menjadi sumber pemasukan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD), dampak
negatifnya yakni masyarakat sebagai wajib pajak merasa terbebani atas
pengenaan pajak progresif tersebut.

Hasil Penelitian Eka Ermawati (2013) menyatakan bahwa Pengenaan
Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor memiliki hubungan yang kuat dan
positif terhadap Perilaku Penghindaran Pajak di DKI Jakarta.

Hasil penelitian yang dilakukan Pheni Yurida (2012) menyatakan bahwa
Pengenaan tarif pajak progresif merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi penerimaan Bea Balik Nama semakin meningkat.



Kabupaten Gowa merupakan sebuah Kabupaten di Propinsi Sulawesi
Selatan. Kabupaten Gowa memiliki potensi yang besar dalam menggali sumber
pendapatan daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah
kendaraan di Kabupaten Gowa pada tahun 2013 dan 2015 tercatat sebagai
berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan tahun 2015- 2017 di

Kabupaten Gowa

Mobil
13.977 15.336 17.220
Penumpang
Bus 188 203 221
Mobil Beban 6.814 7.552 8.824
Sepeda Motor 152.873 175.659 201.173

Sumber : https://sulsel.bps.go.id

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Gowa mencatat pemasukan
disektor pajak kendaraan bermotor selama 2016 mencapai Rp 62 Miliar. Nilai itu
lebih tinggi dari jumlah yang ditargetkan sebelumnya Rp 61,6 Miliar. Kepala Unit
Pelaksana Tugas Pendapatan Gowa mengatakan bahwa “ Dari lima objek pajak,
ada dua yang melampaui target, pajak kendaraan bermotor yang capai Rp 62 M
dan bea balik nama yang juga lampaui target Rp 80,1 M dari 79,6 Miliar.

(https://news.rakyatku.com) diakses pada 25 Desember 2017.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil judul “Pengaruh
Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (Studi Kasus UPTD Samsat Gowa)



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah
dari penelitian ini adalah “Bagaimanakah Pengaruh Pajak Progresif Kendaraan
Bermotor terhadap pennerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di UPTD

Samsat Gowa?”

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dalam penelitian ini adalah
untuk mengetahui pengaruh Pajak Progresif Kendaraan Bermotor terhadap

penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikan
kegunaan bagi :
1. Penulis
Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam
tentang pajak Progresif Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor |l
2. Pembaca
Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan referensi
bagi penelitian sejenis.
3. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat
bagi Kantor Samsat Gowa dalam upaya meningkatkan bea balik nama

kendaraan bermotor.






BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori
1. Pengertian Pajak
Terdapat banyak pengertian pajak yang dikemukakan oleh para abhli.
Pengertian pajak menurut para ahli memberikan definisi tentang pajak yang
berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan dan
inti yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah
dipahami. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum Dan Tata cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi:
“Pajak adalah kontribusi Waijib Pajak kepada negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarnya kemakmuran rakyat”
Menurut Rachmat Soemitro (2016;1) Pajak adalah iuran rakyat kepada
kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan
tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan
dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-
unsur :
1) luran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. luran tersebut berupa
uang (bukan barang).

2) Berdasarkan undang-undang.



Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang
serta aturan pelaksanaannya.

3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung
dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan
adanya kontraprestasi individual pemerintah.

4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak
1. Fungsi Anggaran (Budgetair) :

Fungsi budgetair disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal
(fiscal function), yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai
alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan
undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama
karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Di sini pajak
merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar.

2. Sebagai Alat Pengatur (Regulerend) :

Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan
sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika
pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam
negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti pajak
impor atau bea masuk, atas kegiatan impor komoditas tertentu.

3. Sebagai Alat Penjaga Stabilitas

Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi

ekonomi. Sebagian barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi

dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah



dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar,
pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM terhadap
impor produk tertentu yang bersifat mewah. Upaya tersebut dilakukan
untuk meredam impor barang mewah yang berkontribusi terhadap defisit
neraca perdagangan
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan
infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu
dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka
yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang
dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu

membayar pajak.

3. Pengelompokan Pajak
Menurut Mardiasmo (2016:7) pajak dapat digolongkan menjadi tiga
macam, yaitu menurut golongannya, sifat dan lembaga pemungutnya.
1. Menurut Golongannya
a. Pajak langsung
Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak
dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan
b. Pajak tidak langsung
Yaitu pajak yang pada akhirnya dibebankan atau dilimpahkan
kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
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2. Menurut Sifatnya
a. Pajak Subjektif
Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya,
dalam arti memperhatikan keaadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan
b. Pajak Objektif
Yatu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
a. Pajak Pusat
Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan
untuk membiayai rumah tangga negara
Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan
Bea materai.
b. Pajak Daerah
Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah
terdiri atas:
a. Pajak Provinsi
Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor.

b. Pajak kabupaten/Kota
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Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

4. Tata Cara Pemungutan Pajak

1.

Stelsel Pajak
Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :
a. Stelsel Nyata (real stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang
nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir
tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya
diketahui. Kebaikan steksek ini adalah pajak yang dikenakan lebih
realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat
dikenakan pada akhir periode( setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel Anggapan (fictive stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur
oleh undang- undang. Misalnya penghaslan suatu tahun dianggap
sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak
sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun
berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan
kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan keadaan
yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel
anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan
suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak menurut

kenyataan lebih besar darpada pajak menurut anggapan, maka Wajib
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Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya
dapat diminta kembali.

. Asas Pemungutan

a. Asas Domisilis (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang
berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib
Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang
bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal
Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Sistem Pemungutan
a. Official Assesment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang
kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang
terutang oleh Wajib pajak. Ciri-cirinya :
1) Wewenang untuk menetukan besarnya pajak terutang ada
pada fiskus.
2) Wajib pajak bersifat pasif
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak

oleh fiskus.
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b. Self Assesment System
Adalah suatu sistem pajak yang memberi wewenang kepada
Waijib pajak untuk menetukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
Ciri-cirinya:
1) Wewenang Untuk menentukan besarnya pajak terutang ada
pada Wajib Pajak sendiri.
2) Waijib Pajak aktif, mulai dari menghitung, memperitungkan,
menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
c. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Waijib Pajak yang
bersangkutan untuk menetukan besarnya pajak yang terutang oleh
Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya
pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak lain selain fiskus dan

Waijib Pajak.

5. Tarif Pajak
Menurut Mardiasmo (2016;11) Ada 4 macam tarif pajak:
1. Tarif sebanding/proporsional
Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah
yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional
terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
Contoh : Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean

akan dikenakan Pajak Pertanbahan Nilai sebesar 10%.
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2. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif pajak yang besarnya tetap (sama) terhadap
berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang
terutang tetap.
Contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dngan nilai
nominal berapapun adalah Rp 3.000,00
3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang
dikenai pajak semakin besar.
Contoh : pasa 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Waijib Pajak
orang pribadi dalam negeri.

Tabel 2.1

Penghasilan dan Tarif Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00 15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00 25%
Di atas Rp 500.000.000,00 30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif pajak progresif dibagi :

a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap

c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil
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4. Tarif Degresif
Tarif degresif adalah tarif yang besar persentasinya semakin kecil
bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar
6. Pajak Progresif

Menurut Koswara (2000;42), pajak progresif pajak diterapkan bagi
kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat dengan nama pemilik dan
alamat tempat tinggal yang sama. Jika nama pemilik dan alamatnya
berbeda, maka tidak dikenakan pajak progresif. Pajak progresif ini tidak
berlaku untuk kendaraan dinas pemerintahan dan kendaraan angkutan
umum. Kendaraan bermotor kepemilikan orang pribadi berdasarkan nama
dan/atau alamat yang sama dikenakan tarif pajak progresif pada umumnya
sebesar kendaraan pertama 1,5 % ( 1,5% x NJKB), kendaraan kedua 2% (
2% x NJKB), kendaraan ketiga 2,5% (2,5% x NJKB) dan kendaraan keempat
dan seterusnya 4% (4% x NJKB).

Berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 82 Tahun
2011 tentang tata cara penghitungan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor
yaitu sebagai berikut.

1. Tata cara perhitungan PKB Pajak progresif untuk kendaraan bermotor
pribadi diuraikan sebagai berikut.
a. Kepemilikan kedua sebesar 2,5% x dasar pengenaan PKB
b. Kepemilikan ketiga sebesar 3,5% x dasar pengenaan PKB
c. Kepemilikan keempat sebesar 4,5% x dasar pengenaan PKB
d. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 5,5% x dasar
pengenaan

PKB.
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Kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1% (satu persen).

Kendaraan milik badan sosiallkeagamaan, Pemerintah/ TNI/POLRI,

ambulance dan pemadam kebakaran sebesar 0,5% (nol koma lima

persen).

Alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2% (nol koma dua

persen).

Pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya

untuk:

a.

b.

kendaraan bermotor pribadi atas nama pribadi

kendaraan roda 4 (empat) keatas

Kendaraan roda 2(dua) dengan kapasitas 500 cc ke atas
Ketentuan teknis pemungutan pajak progresif ditetapkan lebih

lanjut dengan keputusan kepala dinas.

Menurut Mardiasmo (2013:9) pajak progresif adalah tarif pemungutan

pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang

digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase

untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Di Indonesia, pajak progresif

diterapkan pada pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi, yakni:

a.

Untuk lapisan penghasilan kena pajak (PKP) sampai dengan Rp
50 juta, tarif pajaknya 5%.

Untuk lapisan PKP di atas Rp 50 juta hingga Rp 250 juta, tarif
pajaknya 15%.

Untuk lapisan PKP di atas Rp 250 juta hingga Rp 500 juta, tarif
pajaknya 25%.

Untuk lapisan PKP di atas Rp 500 juta, tarif pajaknya 30%
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7. Jenis Pajak Daerah
Jenis-jenis pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian
ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-
masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau
kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang tersebut
ditetapkan jenis-jenis pajak daerah yaitu terdiri dari:
1. Jenis Pajak provinsi
a. Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak kendaraan Bermotr adalah pajak atas kepemilikan dan/atau
pemguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah
semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di
semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa
motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu
sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan
bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat alat
besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan
tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang
dioperasikan di air
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas
penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian

dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena
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jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam
badan usaha.
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas
penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas
yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
d. Pajak Air Permukaan
Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang
terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang
berada di laut maupun di darat.
e. Pajak Rokok
Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh

Pemerintah.

8. Pajak Kendaraan Bermotor

a. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor menurut Undang-Undang no. 28 Tahun
2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah “Pajak
Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau
penguasaan kendaraan bermotr’. Sedangkan kendaraan bermotor
adalah :

“‘Kendaran bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta
gandengannya yang digunakan di semua jenis darat, dan digerakkan

oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang
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berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi
tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-
alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang
tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang
dioperasikan di air.

b. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual
kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan kadar kerusakan
jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan
bermotor tersebut. Nilai jual kendaraan bermotor sesuai dengan harga
pasar kendaraan bermotor, jenis kendaraan bermotor, merk kendaraan
bermotor, tahun pembuatan kendaraan bermotor, berat total kendaraan
bermotor , serta dokumen impor jenis kendaraan tertentu.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 5 Dasar Pengenaan Pajak
Kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok :

a. Nilai Jual Objek Pajak ; dan

b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan
jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan
Kendaraan Bermotor. Bobot kendaraan bermotor yang
mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran
lingkungan didasarkan pada tekanan gandar kendaraan
bermotor, jenis bahan bakar kendaraan bermotor, dan jenis-
jenis penggunaan, tahun pembuatan, serta ciri-ciri kendaraan

bermotor.
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Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan
umum, termasuk alat-alat besar serta kendaraan di air, dasra
pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan
Bermotor. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga
Pasaran Umum Atas Suatu Kendaraan Bermotor. Harga Pasaran Umum
sebagaimana dimaksud adalah harga rata-rata yang diperoleh dari

berbagai sumber data akurat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawasi Selatan nomor 10
tahun 2010 pasal 9 tentang pajak daerah, tarif Pajak Kendaraan

Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

1. Kendaraan bermotor pribadi :

a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1.5
% (satu koma lima persen)

b. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya
ditetapkan secara progresif untuk kendaraan pribadi sebagai
berikut :

1) Kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2% (dua
koma lima persen);

2) Kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,5 %
(tiga koma lima persen);

3) Kepemilikan kendaraan bermotor keempat sebesar 4,%
(empat koma lima persen);

4) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 5,5 % (lima

koma lima persen).
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2. Kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1 % (satu
persen).

3. Kendaraan milik badan sosial’lkeagamaan :
Pemerintah/TNI/POLRI, ambulance dan pemadam kebakaran
sebesar 0.5% (nol koma lima persen).

4. Alat-alat berat dan alat alat besar sebesar 0,2% (nol koma dua

persen).

9. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau
penguasaan Kendaraan Bermotor. Kendaraan berotor adalah semua
kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis
jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau
peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya
energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang
bersangkutan, termasuk alat- alat berat dan alat-alat besar yang dalam
operasinya menggunaan roda dan motor dan tidak melekat secara

permanen.

10. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subejk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah orang pribadi, Badan,
Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri yang memiliki dan/atau
menguasai Kendaraan Bermotor dan/atau kendaraan khusus atau alat-alat
berat dan besar. Yang bertanggung jawab terhadap pembayaran pajak

kendaraan bermotor adalah :
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1. Orang yang bersangkutan, yaitu sebagai pemilik sesuai dengan hak
kepemilikannya

2. Orang atau badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan
bermotor

3. Ahli waris yaitu orang atau badan yang ditunjuk dengan surat wasiat atau
yang ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan kesepakatan dan atas

putusan pengadilan.

11. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Wajib pajak baik perorangan atau badan yang menerima penyerahan
kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum
dilunasi oleh pemilik lama, maka pihak yang menerima penyerahan tersebut

juga bertanggungjawab terhadap pelunasan pajaknya.

12. Masa Pajak Kendaraan Bermotor
Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang

merupakan tahun pajak terhitung sejak tanggal pendaftaran.

13. Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor
Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan PKB

adalah sesuai dengan rumus berikut :

Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak
Pajak Terutang

Tarif Pajak X (NJKB x Bobot)

Berdasarkan contoh perhitungan dasar pengenaan pajak yang

dikemukakan di atas dapat dihitung besarnya pajak terutang yaitu :
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a. Untuk mobil mecedes benx C180 automatic tahun pembuatan 2000
besarnya PKB yang terutang adalah 1,75% x Rp.290.000.000 = Rp.

5.075.000

14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Siahaan (2010:209) mengemukakan bahwa Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan
bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau
keadaan yang terjadi, karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau
pemasukan ke dalam badan usaha. Kendaraan bermotor adalah semua
kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis
jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa energy tertentu
menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk
alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan
roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
a. Dasar Hukum Pemungutan BBNKB
Dalam masa transisi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 dewasa ini, pemungutan BBNKB di Indonesia saat ini
didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga dipatuhi
oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan
BBNKB pada suatu Provinsi adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan
atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah.
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, Dasar Pengenaan pajak

merupakan hal penting yang harus ditetapkan oleh pemerintah untuk

menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib pajak. Dasar

pengenaan pajak terhadap kendaraan bermotor dapat ditentukan sebagai

berikut :

1.

Gross Weight/ Net Weight (berat kotor/ berat bersih kendaraan
bermotor)

Dasar pengenaan pajak terhadap berat kotor atau bersih kendaraan
bermotor disebabkan karena semakin berat suatu kendaraan maka
akan semakin besar pula kerusakan yang ditimbulkan di jalan.

Horse Power (kekuatan mesin)

Kriteria kekuatan mesin disebabkan oleh kapasitas silindernya,
semakin besar kapasitas silinder suatu kendaraan maka semakin
besar pula pajaknya.

Ownership (kepemilikan)

Kriteria ini berhubungan dengan status kepemilikan kendaraan yaitu
apakah milik pribadi atau milik badan dan yang sebanding dengan itu.
Jadi, pajak pembeli kendaraan dibedakan atas dua jenis, yaitu untuk
kendaraan umum dan kendaraan bermotor pribadi. Untuk kendaraan
umum pajaknya lebih rendah dibandingkan dengan kendaraan

pribadi.

4. Seat capacity ( kapasitas tempat duduk)
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Berkaitan dengan sedikit atau banyaknya tempat duduk dikendaraan
tersebut, besarnya pajak ikut diperhitungkan.
5. Type ( jenis kendaraan)
Berkaitan dengan jenis kendaraan tersebut apakah jenis sedan,
truck, bus, atau kendaraan roda dua, tiga dan seterusnya.
b. Objek Pajak BBNKB
Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan paj,ak dan
dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Yang menjadi objek
BBNKB adalah penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik.
Sesuai pengertian tersebut maka BBNKB tidak dikenakan pada
setiap penyerahan yang bukan hak milik seperti perjanjian sewa
menyewa.
Termasuk dalam penyerahan kendaraan bermotor adalah :
1. Pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai
secara tetap kecuali:
a. Untuk dipakai sendiri oleh yang bersangkutan;
b. Untuk diperdagangkan;
c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia;
d. Digunakan untuk pameran penelitian, contoh dan kegiatan
olahraga bertaraf internasional.
2. Penguasaan kendaraan bermotor yang melebihi 12 (dua belas
bulan) kecuali penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian
sewa dan leasing.

c. Subjek Pajak dan Wajib Pajak BBNKB
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Pada BBNKB subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang
menerima penyerahan kendaraan bermotor. Sedangkan wajib pajak
BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan
kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, maka kewajiban
perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.
Dengan demikian, pada BBNKB subjek pajak sama dengan wajib pajak
yaitu orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan
bermotor .

d. Dasar Pengenaan BBNKB

Dasar pengenaan pajak BBNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor
(NJKB) yang ditetapkan gubernur kepala daerah dengan berpedoman
kepada Keputusan Menteri dalam Negeri. Terhadap kendaraan bermotor
yang belum diterapkan nilai jualnya, gubernur kepala daerah
menerapkan nilai jual kendaraan bermotor tersebut dan memberitahukan
kepada Menteri Dalam Negeri. Dasar pengenaan Pajak Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor dapat ditentukan melalui kriteria-kriteria sebagai
berikut :

1. Gross Weight / Net Weight (berat kotor/ berat bersih kendaraan

bermotor

2. Horse Power (kekuatan mesin)

3. Ownership (kepemilikan)

4. Seat capacity (kapasitas tempat duduk)

5. Type (jenis kendaraan)

Hal yang mendasari kriteria-kriteria tersebut antara lain Gross Weight

/ Net Weight didasari bahwa semakin berat suatu kendaraan maka
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akan semakin besar pula kerusakan yang ditimbulkan di jalan.
Adapun Horse Power didasari bahwa semakin besar kapasitas
silinder suatu kendaraan maka semakin besar pula pajaknya.
Sedangkan ownership dibebankan kepada kendaraan (baru maupun
tidak) yang dimilki didasari bahwa untuk kendaraan umum pajaknya
lebih murah dibandingkan untuk kendaraan pribadi. Dalam hal ini
jelas sekali bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor didasari

oleh kriteria ownership.

e. Tarif BBNKB
Tarif BBNKB ditentukan berdasarkan tingkat penyerahan objek pajak
yang terjadi dan jenis kendaraan bermotor yang diserahkan. Tingkat
penyerahan kendaraan bermotor meliputi penyerahan pertama (yang
berarti kendaraan baru) serta penyerahan kedua dan selanjutnya (yang
berarti penyerahan atas kendaraan bekas). Besaran tarif BBNKB
ditetapkan dengan peraturan daerah.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah Pasal 22 yaitu :
1) Tarif BBNKB ditetapkan sebagai berikut:
a. Penyerahan pertama sebesar 12,5% (dua belas koma lima
persen);
b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen);
c. Penyerahan kedua dan seterusnya khusus Kendaraan
bermotor dari luar Daerah sebesar 0.5% (nol koma lima

persen)
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2) Tarif BBNKB khusus Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat
besar yang tidak menggunakan jalan umum ditetapkan masing-
masing sebagai berikut:

a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh
lima persen);

b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol
koma nol tujuh puluh lima persen).

f. Cara Perhitungan BBNKB
Besaran pokok BBNKB vyang terutang dihitung dengan cara

mengalikan tarif BBNKB dengan Dasar Pengenaan Pajak. Secara

umum perhitungan BBNKB adalah sesuai dengan rumus berikut :

BBNKB terutang =

Tarif BBNKB x Dasar Pengenaan Pajak

B. Tinjauan Empiris
Berikut ini penelitian-penelitian terdahulu mengenai Pajak Progresif

Fajariani (2013), meneliti tentang Pengenaan Tarif Pajak Progresif
berdasarkan The Four Maxims di Jawa Timur yang menyimbulkan bahwa Asas
dalam “The Four Maxims® yang dikemukakan oleh Adam Smith
kelihatannya masih relevan untuk diterapkan dan sebaiknya harus tetap diacu
dalam perpajakan, yaitu kesamaan dan keseimbangan (equality), kepastian
hukum (certainty), kenyamanan untuk membayar (convenience), maupun
efisiensi (efficiency). Dilihat dari asas kesamaan dan keseimbangan (equality),

pemungutan pajak kendaraan dengan tarif progresif di Jawa Timur, semua
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wajib pajak diperlakukan sama, baik dalam hal pelayanan ataupun yang
lainnya.

Nugraha (2012) telah meneliti Penerapan Pajak Progresif di Kota Malang
Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian
mengatakan bahwa Penerapan Pajak Progresif untuk Kendaraan Bermotor
menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu
berkurangnya jumlah kendaraan, dan dampak negatif masyarakat
melakukan penyelundupan hukum.

Eka Ermawati (2013) meneliti tentang Dampak Pengenaan Tarif Pajak
Progresif Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Metode yang
digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil penelitiannya adalah pengenaan
tarif pajak progresif kendaran bermotor memiliki hubungan yang kuat dan
positif terhadap perilaku penghindaran pajak di DKI Jakarta.

Sahidillah Nurdin (2013) dengan judul penelitian Analisis Perbandingan
Penerimaan PKB Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Progresif dan
Pengaruhnya Terhadap Penerimaan BBNKB. Jenis penelitian yang digunakan
adalah komparatif. Hasil penelitian mengatakan bahwa terdapat perbedaan
yang signifikan antara penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan
sesudah penerapan tarif progresif.

Permandi (2012) telah meneliti tentang Fungsi Dan ImplementasiTarif
Progresif Dalam Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran, yaitu metode yuridis
normatif (kualitatif) dan metode yuridis empiris (kuantitatif). Hasil penelitian ini
mengemukakan bahwa fungsi regulasi dari penerapan tarif progresif ini tidak

dapat dicapai secara maksimal dikarenakan berbagai faktor yaitu faktor status



soaial-ekonomi dari warga Jakarta dan wawasan terhadap penerapan tarif

pajak progresif.

Tabel 2.2

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.

Nama /

Tahun

Judul

Metode

Penelitian

Hasil Penelitian

Fajariani

(2013)

Pengenaan Tarif
Pajak  Progresif
berdasarkan The
Four Maxims di
Jawa Timur

Kualitatif

Asas dalam “The
Four Maxims” yang
dikemukakan oleh
Adam Smith
kelihatannya masih
relevan untuk
diterapkan dan
sebaiknya harus tetap
diacu

dalam perpajakan,
yaitu kesamaan dan
keseimbangan
(equality), kepastian
hukum (certainty),
kenyamanan untuk
membayar
(convenience),
maupun efisiensi
(efficiency).

Nugraha

(2012)

Penerapan Pajak
Progresif di Kota
Malang Jawa
Timur

Kualitatif

Hasil penelitian
mengatakan bahwa
Penerapan Pajak
Progresif untuk
Kendaraan Bermotor
menimbulkan dampak
positif dan negatif.
Dampak positif yaitu
berkurangnya jumlah
kendaraan, dan
dampak negatif
masyarakat
melakukan
penyelundupan
hukum.

Eka Ermawati

Dampak
Pengenaan Tarif

Kuantitatif

Pengenaan tarif pajak
progresif kendaran
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(2013) Pajak Progresif bermotor memiliki
Kendaraan hubungan yang kuat
Bermotor di dan positif terhadap
Provinsi DKI perilaku penghindaran
Jakarta pajak di DKI Jakarta.
4 | Sahidillah Analisis Komparatif | terdapat perbedaan
Perbandingan yang signifikan antara
Nurdin (2013) | Penerimaan PKB penerimaan pajak
Sebelum dan kendaraan bermotor
Sesudah sebelum dan sesudah
Penerapan Tarif penerapan tarif
Progresif dan progresif.
Pengaruhnya
Terhadap
Penerimaan
BBNKB
5 Permandi Fungsi Dan | Kualitatif-  fungsi regulasi dari
ImplementasiTarif penerapan tarif
(2012) Progresif Dalam | Kuantitatif |progresif ini tidak dapat
Pajak Kendaraan dicapai secara

Bermotor di
Provinsi DKI
Jakarta

maksimal dikarenakan
berbagai faktor yaitu
faktor status soaial-
ekonomi dari warga
Jakarta dan wawasan
terhadap  penerapan
tarif pajak progresif.

C. Kerangka Konsep

Akibat penerapan tarif progresif pajak kendaraan bermotor (PKB) yang

harus dibayar oleh wajib pajak semakin besar. Pada kenyatannya banyak wajib

pajak yang telah menjual kendaraanya dan hanya memiliki satu kendaraan saja

tetapi tetap terkena tarif progresif. Wajib pajak yang terkena pajak progresif

tersebut membuat laporan dan memberikan pernyataan kepada Pelayanan

Dinas Pendapatan/Samsat

yang menyatakan

bahwa kendaraan yang

dimilikinya tersebut telah dijual. Sehingga petugas CPDP/Samsat melakukan

pemblokiran terhadap nomor polisi kendaraan yang bersangkutan untuk

kendaraan yang telah dijual agar tidak terkena pajak progresif. Hal ini membuat
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pembeli kendaraan harus melakukan balik nama terhadap kendaraan bekas
yang telah dibeli oleh penjual. Akibat penerapan tarif progresif maka

penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akan meningkat.

UPTD SAMSAT GOWA
Kab. Gowa
PAJAK PROGRESIF BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR R KENDARAAN
(X) (Y)
Gambar 2.1

Skema Kerangka Penelitian

D. Hipotesi Penelitian
Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian
maka dirumuskan hipotesis penelitian yaitu “Diduga pajak progresif
kendaraan berpengaruh terhadap penerimaan bea balik nama kendaraan

bermotor pada UPTD Samsat Gowa.



BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data
yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber
lainnya. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah laporan realisasi
penerimaan pajak kendaraan bermotor progresif dan bea balik nama kendaraan

bermotor tahun 2017.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kantor Bersama SAMSAT Gowa
dengan alamat JI. Tumanurung No. 17 Sungguminasa. Adapun alasan pemilihan
lokasi penelitian di Kantor Bersama SAMSAT Gowa karena kantor ini melayani
administrasi tentang pajak kendaraan bermotor untuk wilayah Gowa juga sering
dijumpai permasalahan terkait pajak progresif kendaraan bermotor terutama bagi
warga yang belum mengerti tentang pajak progresif kendaraan bermotor. Penulis
merencanakan dan mengupayakan penelitian selama 2 bulan yakni bulan Juni

dan Juli 2018.

C. Definisi Operasional Variabel
Dalam penelitian ini, ada beberapa definisi operasional variabel
yang akan digunakan yaitu :
1. Pajak Progresif

Pajak progresif adalah suatu tarif yang persentasinya semakin besar

bila jumlah yang harus dikenakan pajak semakin besar. Penggunaan tarif

33
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ini  menyebabkan penerima penghasilan yang lebih tinggi dapat
mendistribusikan penghasilannya kepada penerima penghasilan yang lebih
rendah melalui pembayaran pajak.
2. Kendaraan Bermotor
Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan
oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi
untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak
kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat
alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak
melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di
air
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan
hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau
perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi, karena jual beli, tukar
menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
D. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi pajak kendaraan
bermotor progresif dan bea balik nama kendaraan bermotor.
2. Sampel
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian adalah laporan realisasi
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pajak kendaraan bermotor progresif dan bea balik nama kendaraan

bermotor tahun 2017.

E. Teknik Pengumpulan Data

F.

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dipakai oleh peneliti
untuk memperoleh data yang ditelitinya. Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini yaitu :

1. Studi Pustaka
Studi Pustaka yaitu suatu cara untuk mendapatkan data,
informasi, gap teori, gap penelitian, yang bersumber dari buku, jurnal,
dan artikel lainnya.
2. Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau
variable yang berupa cacatan, transkip, buku, surat kabar, majalah,

notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisa dengan pendekatan
kuantitatif, metode analisa ditunjukan untuk menggambarkan bagaimana
pengaruh pajak progresif kendaraan terhadap penerimaan bea balik nama
kendaraan bermotor pada UPTD Samsat Gowa. Pengujian ini dibantu
dengan program (SPSS).
1. Analisis Regresi Linear Sederhana

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode analisis regresi linear sederhana, dimana:

Y =a+bx
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Y = Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
X = Pajak Progresif Kendaraan Bermotor
a = nilai konstanta

b = nilai koefisien

2. Koefisien Determinasi (R?)

Koefisien determinasi (R?) pada intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya.
Nilai koefisien determinasi (R?) yang mendekati satu berarti variabel-
variabel indefendennya menjelaskan hampir semua informasi yang
dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

3. UjiT

Untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas
mempunyai pengaruh yang nyata atau tidak terhadap variabel terikat,
maka dilakukan uji hipotesis, bentuk pengujiannya adalah sebagai
berikut:
HO : r = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel
bebas dengan variabel terikat.
HA : r # 0 artinya, ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas
dengan variabel terikat.

Selanjutnya untuk mengetahui signifikan konstanta dari setiap

variabel independen terhadap variabel terikat, maka dilakukan uji t, yang
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sebagaimana yang dikemungkakan oleh Sugiyono (2005:184) dengan
rumus sebagai berikut:

a. Apabila nilai thwng >taner Pada taraf signifikan 5% maka Ho di tolak
dan H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara
pajak progresif kendaraan terhadap penerimaan bea balik nama
kendaraan bermotor.

b. Apabila nilai thiwng < twwe pada taraf signifikan 5% maka H1 ditolak
dan Ho diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan
antara pajak progresif kendaraan terhadap penerimaan bea balik

nama kendaraan bermotor.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1.

Profil Kantor SAMSAT GOWA

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) atau dalam
Bahasa Inggris One Roof System, adalah suatu sistem administrasi
yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan
kepentingan masyarakat yang kegiataannya diselenggarakan dalam
satu gedung. Contoh dari samsat adalah dalam pengurusan dokumen
kendaraan bermotor.

Samsat merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara
Polri, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi, dan PT Jasa Raharja
(Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas
negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu
Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang
dinamakan “Kantor Bersama Samsat”.

Dalam hal ini Polri memiliki fungsi penetapan STNK; Dinas
Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); sedangkan
PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu

Lintas jalan (SWDKLLJ).
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Lokasi Kantor Bersama Samsat umumnya berada di lingkungan
Kantor Polri setempat, atau di lingkungan Satlantas/Ditlantas Polda
setempat.

Sejarah dan Dasar Hukum SAMSAT
a) Sampai dengan tahun 1974
Proses perpanjan STNK harus membuang waktu cukup lama
karena mesti mendatangi tiga kantor. Membayar pajak harus datang
ke kantor pajak. Esoknya, mereka yang hendak membayar
Sumbangan Waijib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWSKLLJ)
dan harus mendatangi kantor Asuransi Jasa Raharja. Dan mereka pun
harus mendatangi kantor polisi lalu lintas untuk memperoleh STNK.
Masing-masing instansi belum terintegrasi.
b) 1974-1976
Dengan tujuan Registrasi dan ldentifikasi Forensik Ranmor dan
data pengemudi lebih akurat, kecepatan dan kemudahan pelayanan
kepada masyarakat, dilakukan uji coba pembentukan SAMSAT di
Polda Metro Jaya.
c) 1976-1988
Berdasarkan INBERS 3 Menteri Menhankam, Menkeu dan
Mendagri No.Pol KEP/13/XI11/1976, No.KEP -1693/MK/IV/12/1976, 311
TAHUN 1976 bahwa Konsep SAMSAT diberlakukan di seluruh
Indonesia Kepolisian Rl, PT Jasa Raharja (Persero) dan Dinas
Pendaptan Provinsi bersama-sama. Meski demikian masing-masing
instansi menerbitkan tanda bukti untuk setiap pelunasan kewajiban di

SAMSAT.



40

d) 1988-1993

Berdasarkan INBRES, Menhankam, Menkeu, dan Mendagri No.
INS/03/X/1988, No. 5/IMK.013/1988, No. 13 A Tahun 1988 dilakukan
penyederhanaan dokumen yaitu formulir permohonan/pendaftaran
STNK/Pajak/SWDKLLJ digabung jadi satu.

Tanda Pelunasan Pembayaran SWDKLLJ PT Jasa Raharja
(Perseo) yang tercantum dalam STNK/STCK berlaku sebagai

pengganti polis Asuransi (sertifikat)

e) 1993-1999

f)

Diberlakukan revisi masa berlaku STNK dan TNKB dari 1 tahun
menjadi 5 tahun namun setiap tahunnya melakukan pengesahan
STNK berdasarkan INBERS Panglima Angkatan Bersenjata,
Menkeru dan Mendagri No.INS/02/11/1993, No. 01/MK.01/1993, No.
2A Tahun 1993. Mekanisme perpanjangan STNK dibentuk 5 pokja
(loket) untuk pelayanan.

1999 sd. Sekarang

Berdasarkan INBERS Menhankam, Menkeu dan Mendagri Np. Pol
INS/03/M/1999, No. 6/IMK 014/1999, No. 29 tahun 1999 menetapkan
penyempurnaan da penyederhanaan sistem operasi pelayanan dari 5
(lima) loket menjadi 2 (dua) loket.

Pembayaran SWDKLLJ yang tertera pada SKPD berfungsi
sebagai pengganti polis asuransi (sertifikat).

Tanda Pelaksanaan dan Pengesahan digabung dengan Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah divalidasi cash register

sebagai tanda bukti pembayaran.
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3. Sejarah Singkat Samsat Gowa
Pada tahun 1997, berdasarkan peraturan daerah yang bernama
kepala kantor dinas yang sekarang UPTD ( Unit Pelayanan Teknis
Daerah). Sejak berdirinya UPTD SAMSAT GOWA pertama kali dibimbing
oleh kepala seksi pelayanan samsat gowa, selanjutnya dalam
perkembangannya berdasarkan peraturan daerah Sulawesi Selatan
dipimpin oleh pejabat Eselon lllyang mempunyai tugas yang besar dari
sebelumnya. Tugas utama UPTD Wialayah 7 gowa adalah melaksanakan
pemungutan pajak provinsi berupa: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air dan
Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Minyak, dan Pajak Rokok. Kantor
UPTD secara struktural diabawah naungan DINAS PENDAPATAN
DAERAH sulawesi selatan.
4. Visidan Misi
a. Visi
Terwujudnya pelayanan prima sebagai bukti pengabdian kepada
masyarakat dan Terkemuka dalam pengelolaan pendapatan daerah
dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
b. Misi
a)Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah sebagai sumber
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan;
b) Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan pengelolaan pendapatan;

c) Meningkatkan kinerja sumber daya aparatur dan organisasi.
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5. Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Samsat Gowa
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6. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan, kedudukan Dinas Pendapatan daerah adalah
merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Daerah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan melalui
Sekretaris Daerah.

Dalam hubungan tersebut, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai
tugas pokok melaksanakan kewenangan, desentralisasi, dekonsentrasi dan
tugas pembantuan serta kewenangan yang tidak atau belum dapat
dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidang pendapatan daerah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan funsi-fungsinya
yaitu:

a. Menyusun kebijaksanaan teknis di bidang Pendapatan

b. Melaksanakan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang
pendapatan

c. Melaksanakan pembinaan teknis di bidang pendapatan

d. Melaksanakan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas

e. Pengelolaan urusan Tata Usaha Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana disebutkan
diatas, maka Dinas Pendapatan Daerah mempunyai kewenangan sebagai
berikut:

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro

di bidang Pendapatan,
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Pelatihan di bidang Pendapatan,

Alokasi sumber daya potensi,

Penelitian yang mencakup wilayah provinsi di bidang pendapatan,
Penyusunan kebijakan teknis serta program kerja,

Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan Pendapatan Daerah,
Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan
peningkatan Pendapatan Daerah,

Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan
Perundang-Undangan.

Berikut tugas pokok kepegawaian Samsat Gowa, yaitu :

Kepala UPTD

a. Menyusun rencana kegiatan UPTD sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas.

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas kepada
bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.

c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan
bawahan untuk mengetahui tugas — tugas yang telah dan belum di
laksanakan.

d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani
naska dinas untuk menghindari kesalahan.

e. Mengikuti rapat — rapat sesuai dengan tugasnya.

f.  Menyusun rencana penerimaan dan teknis operasional dinas.

g. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah.
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h. Menyiapkan bahan, mengoordinasi dan melakukan proses
pemberian keringanan pajak daerah dan penyelesaian keberatan
waijib pajak.

i. Meneliti permohonan keberatan dan keringanan pajak daerah.

j-  Menyusun rencana anggaran kegiatan tahunan.

k. Menyusun rencana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan
pendapatan lainnya.

I.  Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara perbulan
dan triwulan.

m. Melaksanakan urusan ketatausahaan UPTD.

n. Melaksanakan kegiatan layanan unggulan SAMSAT sesuai
kebijakan yang ditetapkan.

0. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPTD dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan, dan

p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan
tugas.

2. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha
yang mempunyai tugas pokok melakukan administrasi ketatausahaan,
koordinasi dan pengendalian, monitcring, evaluasi, dan pengukuran
kinerja linkup UPTD pada Dinas Pendapatan Daerah serta penyusunan
laporan.

Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci

sebagai berikut :
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Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai
pedoman dalam melaksanakan tugas.

Mendistribusikan tugas tertentu dan member petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas
berjalan lancar.

Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas — tugas yang telah dan
belum di laksanakan.

Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naska dinas untuk
menghindari kesalahan.

Mengikuti rapat — rapat sesuai dengan tugasnya.

Melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan
tatalaksana.

Melakukan urusan adminidtrasi umun dan kepegawaian.
Melakukan urusan penyusunan laporan UPTD.

Melakukan penatausahaan administrasi keuangan dan barang
kuasi.

Melakukan urusan dokumentasi perkantoran.

Melakukan investasi barang dan asset daerah pada wilayah
UPTD.

Membuat rekapitulasi laporan pendapatan, penetapan, penagihan,
penerimaan, pengurangan dan keringanan pajak.

. Menyusun laporan perkembangan kinerja UPTD pada Dinas

Pendapatan Daerah.
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Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata
Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan.

Melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya untuk mendukung Kkelancaran

pelaksanaan tugas.

3. Kasi Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh Kepala Seksi yang

mempunyai tugas pokok melakukan sebagai tugas UPTD dalam

bidang pendapatan dan dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah

dan pendapatan lainnya.

Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci

sebagai berikut :

a.

Menyusun rencana kegiatan — kegiatan Seksi Pendapatan dan
Penetapan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
Mendistribusikan tugas — tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas
berjalan lancar.

Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas — tugas yang telah dan
belum dilaksanakan.

Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naska dinas untuk
menghindari kesalahan.

Mengikuti rapat — rapat sesuai dengan tugasnya.

Melakukan penyelenggaraan kegiatan pendataan, pendaftaran,

perhitungan, penelitian dan verifikasi pendapatan pajak derah,
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retribusi daerah dan pendapatan lainnya dengan menerbitkan
surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dan surat ketetapan
retribusi daerah (SKRD).

g. Menyampaikan surat ketetapan pada wajib pajak dan retribusi.

h. Melakukan inventarisasi data potensi obyek dan subyek pajak
daerah, penetapan dan penginventarisasian wajib pajak yang
tidak memenuhi kewajiban tepat waktu.

i. Melakukan administrasi pendataan, penetapan pajak daerah dan
retribusi daerah.

j-  Mengoordinasikan pengoperasian sistem pengelolaan data
elektronik.

k. Menatausahakan arsip penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

. Membuat Ilaporan hasil pendataan dan penetapan setiap
bulannya.

m. Membuat laporan pemberian pengurangan dan keringanan setiap
bulan.

n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pendataan dan
Penetapan dan member saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan.

0. Melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atas sesuai
dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Kasi Penagihan dan Penerimaan dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas UPTD

di dalam bidang penagihan dan penerimaan.
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Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai

berikut :

a.

Menyusun rencana kegiatan — kegiatan Seksi Penagihan dan
Penerimaan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
Mendistribusikan tugas — tugas tertentu dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas
brjalan lancer.

Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas — tugas yang telah dan
belum dilaksanakan.

Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naska dinas untuk
menghindari kesalahan.

Mengikuti rapat — rapat sesuai dengan tugasnya.

Melakukan penagihan dan penerimaan pajak daerah, retribusi
daerah dan pendapatan lainnya.

Menyiapkan surat penagaihan dan surat teguran terhadap wajib
pajak yang tidak memenuhu kewajiban tepat waktu.

Memberikan informasi mengenai tatacara pemungutan dan aturan
yang terkait dengan dengan pemungutan pajak daerah, retribusi
daerah dan pendapatan lainnya.

Menatausahakan penerimaan, penyetoran, pembukaan,
pembuatan laporan hasil penerimaan dan tunggakan pajak daerah.
Melakukan tugas operasional pemeriksaan pelunasan Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan
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Bermotor (BBNKB) di jalan raya bekerjasama dengan instansi
terkait.

k. Membuat laporan pelaksanaan penagihan dan penerimaan setiap
bulannya.

I.  Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penagihan dan
Penerimaan dan member saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan.

m. Melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atas sesuai
dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Administrasi dan Pelayanan
Pada bidang Administrasi dan Pelayanan (AdPel) terdapat rincian tugas
pokok ke 3 (tiga) unsur, yaitu Dispenda, Polri dan PT. Jasa Raharja
(Persero), dilihat dari kewajiban mereka melayani permohonan
pembuatan STNK menurut masing-masing pokja/loket adalah sebagai
berikut :
a. Pokja I/ Loket | (Polri, Dispenda, PT.Jasa Raharja (Persero))

Polri berugas menyediakan dan menyerahkan formulir,
memberikan penerangan tentang syarat-syarat pendaftaran,
membukukan keluar/masuk suatu formulir, memberikan paraf pada
formulir, terima dan ganti formulir, menerima biaya administrasi
STNK, TNKB, dan nota cepat phisik.

Dispenda bertugas meberikan penerangan tentang kewajiban

membayar pajak.
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PT.Jasa Raharja (Persero), bertugas  memberikan
penerangakan SWDKLLJ dan premi asuransi pemeriksaan premi
asuransi JasaRaharja

b. Pokja Il/ Loket Il (Polri)

Polri bertugas melakukan cek phisik lengkap, mengamankan dan
menugaskan tim pemeriksa, membubuhkan paraf pada lembar cek
phisik dan registrasi kendaraan bermotor yang telah melakukan cek
phisik.

c. Pokja lll/ Loket Il (Polri, Dispenda, PT.Jasa Raharja (Persero))

Polri bertugas menerima dan meneliti kelengkapan dan
keaabsahan berkas, memberikan paraf dan resi pada pemohon,
memberikan dan menetapkan No. Pol serta menuliskannya dalam
formulir, meneruskan berkas ke sub pokok pengetikan notice/STNK
dan mengorder TNBK ke pabrikTNBK.

Dispenda bertugas menetapkan besarnya PKB dan BBNKB,
meberi No.Skum pada nota pajak atau notice, meneruskan berkas
ke sub pokja SWDKLLJ dan menerima kembali berkas tersebut,
menyerahkan PKB ke pokja penyerahan STNK (Pokja V).

PT. Jasa Raharja (Persero), bertugas menetapkan SWDKLLJ
atau denda serta paraf pada nota pajak, mengembalikan berkas ke
sub pokja penetapan PKB dan BBNKB.

d. Pokja IV/ Loket IV ( Dispenda, PT. Jasa Raharja (Persero))
Dispenda bertugas melayani penerimaan pembayaran PKB,

BBNKB, SWDKLLJ dan administrasi STNK, menyerahkan lembar
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asli nota/ notice, mendistribusikan tindasan nota ke Dispenda dan
Jasa Raharja.

PT. Jasa Raharja (Persero), menerima dan mengadministrasikan
SWDKLLJ.

Pokja V/Loket V (Polri, Dispenda dan PT. Jasa Raharja (Persero))

Polri, bertugas melaksanakan penyerahan STNK yang akan
diketik, menyerahkan STNK ke pokja penyerahan.. ketiga pimpinan
instansi (Dispenda, Polri dan PT. Jasa Raharja (Persero)
memberikan pengesahan pada STNK , bukti pembayaran pajak dan
asuransi (Surat Ketetapan Pajak Daerah-SKPD) PKB, BBNKB dan
SWDKLLJ.

Dispenda memberikan pengesahan pada STNK.

PT. Jasa Raharja (Persero), meberikan pengesahann pada
STNK.

Pokja VI/Loket VI (Polri)

Polri, bertugas menerima berkas dari Pokja V dan
meneruskannya ke petugas Pokja VI. Poka VI menyiapkan dan
mencari berkas yang dimimnta pokja pendaftaran, menatausahakan
berkas untuk memudahkan pencarian, membukukan dan mencatat
berkas yang diterima dan yang keluar, memadai dan menyisihkan

berkas yang diblokir.
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B. Hasil Penelitian
1. Pengaruh Pajak Progresif Terhadap Penerimaan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor

Pengenaan tari progresif di Sulawesi Selatan diterapkan mulai 3 Maret
2014 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10/2010 tentang pajak Daerah
dan Retribusi Daerah. Penerapan pajak progresif ini diharapkan bisa menekan
volume kendaraan dan mengurangi angka kemacetan yang disebabkan
padatnya kendaraan bermotor pribadi. Selain untuk mengurangi pertumbuhan
jumlah kendaraan, sasaran kebijakan tarif progresif PKB adalah meningkatkan
penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBNKB). Dalam penerimaan BBNKB Il ada yang berasal dari
penerimaan yang normal, maksudnya pembeli kendaraan bekas dengan
kesadarannya sendiri langsung membalik namakan kendaraan bekas yang
dibelinya. Dan yang kedua penerimaan akibat diterapkannya tarif progresif
PKB, maksudnya adalah mobil-mobil yang telah dijual oleh pemilik pertama
belum di balik namakan kepada pembeli akhir, akibat diterapkannya tarif
progresif PKB maka pemilik pertama melaporkan kendaraan yang telah dijual
untuk diblokir sehingga pembeli kendaraan bekas wajib melakukan balik nama
sehingga akan terjadi peningkatan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBNKB).

Meningkatnya penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB) sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif progresif penerimaan

dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
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Tabel 4.1
Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Samsat

Gowa Tahun 2013, 2014 dan 2015

Penerimaan BBNKB
2014 2015
Tahun 2013
(sebelum (setelah progresif) (setelah progresif)
progresif)
Jumiah | 90.755.000 159.215.000 209.205.000
(Rp)

Sumber : UPTD Samsat Gowa

Dari tabel diatas dapat dilihat telah terjadi peningkatan jumlah
penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pada tahun
2013 sebelum diterapkannya tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
sebesar Rp 90.755.000 dan pada tahun 2014 setelah diterapkannya tarif
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 159.215.000 Dan pada tahun
2015 mengalami peningkatan yaitu Rp209.205.000.

Penerimaan BBNKB Il akibat penerapan tarif progresif Pajak Kendaraan
Bermotor terjadi karena banyak wajib pajak yang telah menjual kendaraan
bermotor menyampaikan pemberitahuan atau laporan kepada pihak Dinas
Pelayanan pajak yang ada di Samsat untuk menyatakan bahwa kendaraan
yang dimilikinya tersebut telah dijual. Sehingga pemilik kendaraan yang baru
tidak dapat mengurus pajak kendaraan dengan sistem pinjam KTP, maka
pemilik kendaraan yang baru wajib melakukan bea balik nama. Jadi, dengan

diberlakukannya penerapan tarif progresif PKB memberikan kontribusi positif
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terhadap peningkatan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Il

atau kendaraan bermotor bekas. Adapun laporan realisasi penerimaan pajak

kendaraan bermotor progresif tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 4.2

Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Progresif

Tahun 2017
Unit Unit Milik Pokok Denda
Bulan Jumlah
Bayar | Progresif | ke 2 PKB PKB
1.108 3 2 4.628.250 | 416.680 | 5.044.930
Januari
1.025 - 2 - - -
Februari
1.202 4 2 12.792.000 | 1.535.040 | 14.327.040
Maret
1.093 2 2 6.011.250 - 6.011.250
April
1.168 4 2 13.518.750 | 567.530 | 14.086.280
Mei
1.056 4 2 24.911.250 | 4.536.000 | 29.447.250
Juni
Tl 1.058 6 2 18.952.175 | 677.280 | 19.629.455
uli
1.363 4 2 26.853.750 | 3.219.310 | 30.073.060
Agustus
1.176 5 2 12.596.875 | 134.280 | 12.731.155
September
1.416 8 2 23.336.250 | 264.610 | 23.600.860
Oktober
1.619 12 2 30.460.500 | 1.849.480 | 32.309.980
November
1914 10 2 31.907.250 | 435.750 | 32.343.000
Desember




2. Regresi Linear Sederhana

Analisis hasil
Kendaraan terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
pada UPTD Samsat Gowa dianalisis dengan menggunakan metode
kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk membuktikan hipotesis yang
diajukan dengan menggunakan model analisis regresi linear sederhana.

Pembuktian ini dimaksudkan untuk menguji variasi suatu model
regresi yang digunakan dalam menerangkan variabel bebas (X) terhadap
variabel terikat (Y) dengan cara menguji kemaknaan dari koefisien

regresinya. Berdasarkan perhitungan dengan bantuan program spss 22 for

penelitian mengenai

windows diperoleh sebagai berikut.

Tabel 4.3

Regresi Linear Sederhana

Pengaruh Pajak Progresif

Coefficients®
Standardized
Unstandardized Coefficients | Coefficients
Modsl B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) -1.753 1.404 -1.248 240
bhnkb 1122 21 889 | 5310 000

a. Dependent Variable: unit_progresif

Berdasarkan Pengujian model regresi di atas, maka model regresi yang
mengatakan pengaruh pajak progresif kendaraan terhadap penerimaan bea

balik nama kendaraan bermotor dapat dinyatakan sebagai berikut :

Y = a+bx atau (Y= 1,753 + 1,122x)
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Berdasarkan persamaan tersebut dapat diketahui nilai konstantanya
sebesar 1,753. Secara matematis, nilai konstanta ini menyatakan bahwa nilai
konsisten variabel penerimaan bea balik nama adalah sebesar 1,753. Koefisien
regresi X sebesar 1,122 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai
variabel X pajak progresif, maka variabel Y penerimaan akan bertambah
sebesar 1,122. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat
dikatakan bahwa arah hubungan pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif.

Uji hipotesis dilakukan berdasarkan uji nilai signifikansi dengan ketentuan
jika nilai Sig< nilai probabilitas 0,05. Dari tabel di atas diperoleh nilai Sig= 0,000
yang berarti <0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pajak
progresif (X) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan bea balik nama
kendaraan bermotor (Y).

3. Ujit
Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh pajak progresif
terhadap penerimaan bea balik nama atau secara parsial variabel
independen (pajak progresif) terhadap variabel dependen (penerimaan bea
balik nama). Sementara itu secara parsial pengaruh dari variabel
independent tersebut terhadap penerimaan bea balik nama ditunjukkan

pada tabel berikut :



Tabel 4.4

Uji Hipotesis
Coefficients®
Standardized
Unstandardized Coefficients | Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) -1.753 1.404 -1.248 240
hbnkb 1122 211 859 5310 000

a. Dependent Variable: unit_progresif

Sumber data : SPSS version 22

Tabel uji signifikansi diatas,
signifikansi atau integritas dari regresi. Kriterianya dapat ditentukan berdasarkan
uji nilai signifikansi (sig), dengan ketentuan jika nilai sig <0,05. Berdasarkan tabel
diatas diperoleh nilai sig = 0,000. Yang berarti <dari 0,05. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa variabel pajak progresif (X) berpengaruh signifikan

digunakan untuk menentukan

terhadap variabel penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor (Y).

4. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien Determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Nilai
koefisien determinasi (R2) yang mendekati satu berarti variabel-variabel
independennya menjelaskan hampir semua informasi yang dibutuhkan

untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali,2009) . Hasil perhitungan

koefisien determinasi penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 4.5

Koefisien Determinasi

Model Summary

Adjusted R Std. Error of
Model R R Square Square the Estimate

1 859° 738 12 1.814
a. Predictors: (Constant), bbnkb

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi’lhubungan (R)
yaitu sebesar 0,859 dan dijelaskan presentase pengaruh variabel bebas
terhadap variabel terikat yang disebut variabel terikat yang disebut
koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R. Dari
ouput tersebut diperoleh koefisien determinasi (R2) sebesar 0,738 yang
mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel
terikat adalah 73,8% sedangkan sisanya 26,2% yang di pengaruhi oleh
objek lain yang tidak digunakan dalam penelitian.

Bardasarkan output SPSS tampak bahwa dari hasil perhitungan
diperoleh nilai koefisisen determinasi (R2) sebesar 0,738. Dengan kata lain
hal ini menunjukkan bahwa besar persentase variabel pendapatan yang
bisa dipengaruhi oleh pajak progresif yaitu sebesar 73,8%, sisanya

dipengaruhi oleh objek lain yang tidak digunakan dalam penelitian.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian
Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel terikat

(Penerimaan Bea Balik Nama), dan variabel bebas (Pajak Progresif).
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Menurut Koswara (2000;42), pajak progresif pajak diterapkan bagi
kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat dengan nama pemilik
dan alamat tempat tinggal yang sama. Jika nama pemilik dan alamatnya
berbeda, maka tidak dikenakan pajak progresif. Pajak progresif ini tidak
berlaku untuk kendaraan dinas pemerintahan dan kendaraan angkutan
umum.

Menurut Mardiasmo (2013:9) pajak progresif adalah tarif pemungutan
pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah
yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan
persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.

Ermawati (2013) melakukan penelitian mengenai pajak progresif

dengan judul “ Dampak Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan
Bermotor Di Provinsi DKI Jakarta”. Dalam penelitian ini, sampel data
diambil melalui kuesioner kepada waijib pajak yang melakukan pengurusan
pajak kendaraan bermotor yang memiliki lebih dari satu unit kendaraan.
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Pengenaan Tarif
Pajak Progresif Kendaraan Bermotor memiliki hubungan yang kuat dan
positif terhadap Perilaku Penghindaran Pajak di DKI Jakarta sehingga waijib

pajak memutuskan untuk melakukan bea balik nhama kendaraan bermotor

supaya terhindar dari pengenaan tarif pajak progresif.

Hasil penelitian mengenai pengaruh pajak progresif kendaraan
terhadap penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor pada UPTD
Samsat Gowa menunjukkan bahwa variabel (X) pajak progresif kendaraan
berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y) bea balik nama kendaraan

bermotor. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil nilai signifikan 0,000<0,05.
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Persamaan regresi yaitu Y = a + Bx atau (Y= 1,753 + 1,122x) dengan
konstanta 1,753 yang menyatakan bahwa nilai konsisten variabel
penerimaan bea balik nama adalah sebesar 1,175 Koefisien regresi X
sebesar 1,122 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai pajak
progresif, maka nilai penerimaan bea balik nama akan bertambah 1,122.
Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa
arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Dengan nilai korelasi
/hubungan (R) yaitu sebesar 0,738. Koefisien determinasi R? sebesar 738.
Yang berarti pajak progresif kendaraan mempengaruhi penerimaan bea
balik nama kendaraan sebesar 73,8% dan sisanya 26,2% yang

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh pajak
progresif kendaraan terhadap penerimaan bea balik nama kendaraan
bermotor pada UPTD Samsat Gowa dapat disimpulkan sebagai berikut ;

1. Sejak diterapkannya tari progresif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di
Kabupaten Gowa, penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB) mengalami peningkatan, hal ini karena banyak wajib pajak
yang melaporkan kendaraan yang telah dijual sehingga nomor polisi
kendaraan yang telah dijual diblokir dan pembeli kendaraan bekas tidak
dapat mengurus pajak kendaraan dengan sistem pinjam KTP, sehingga
pembeli kendaraan bekas wajib melakukan bea balik nama kendaraan.

2. Berdasarkan hasil Uji Hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel pajak
progresif terhadap penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor
terdapat pengaruh yang signifikan atau dengan kata lain berpengaruh
positif antara pajak progresif terhadap penerimaan bea balik nama

kendaraan bermotor pada UPTD Samsat Gowa.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran yang ingin penulis berikan
adalah
1. Setelah melakukan penelitian di UPTD Samsat Gowa banyak wajib pajak

yang kurang paham mengenai tarif pajak progresif, untuk itu pihak samsat
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perlu memberikan sosialisai atau pemahaman kepada wajib pajak
mengenai pengenaan tarif pajak progresif.

Pihak Samsat diharapkan dapat terus meningkatkan sistem pelayanan
kepada wajib pajak. Sistem pelayanan dan pembayaran yang sulit
membuat wajib pajak malas membayar pajak. Masyarakat yang puas
akan pelayanan yang bermutu akan meningkatkan kesadaran waijib pajak

akan tanggung jawabnya dalam membayar pajak.
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Model Summary

Adjusted R Std. Error of
Model R R Square Square the Estimate
1 859° 738 112 1.814
a. Predictors: (Constant), bbnkb
ANOVA®
Sum of
Model Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 92.766 1 92.766 28.196 .000®°
Residual 32.900 10 3.290
Total 125.667 11
a. DependentVariable: unit_progresif
b. Predictors: (Constant), bbnkb
Coefficients®
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) -1.753 1.404 -1.248 .240
bbnkb 1122 21 .859 5.310 .000

a. Dependent Variable: unit_progresif




Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017

No. JENIS JUMLAH NJKB BOBOT | TARIF TOTAL(Rp)
KENDARAAN
BERMOTOR
1 SEDAN 5 327.500.000 1,050 2,5% | 42.984.375.000
2 JEEP 4 351.061.000 1,050 2,5% | 36.856.680.000
3 MINIBUS 39 1.776.840.000 1,1 2,5% 1.905.660.900
4 BUS 0 0 1.1 2,5% 0
5 MICROBUS 0 0 1.1 2,5% 0
6 PICK UP 3 159.150.000 1.1 2,5% 13.134.000
7 LIGHT TRUCK 3 189.240.000 1.1 2,5% 15.612.300
8 TRUCK 1 125.500.000 1.075 2,5% 3.372.812.500
9 SEPEDA 75 806.250.000 1 2,5% 1.511.718.750
MOTOR RODA
2
10 SEPEDA 2 22.950.800 1 2,5% 1.147.540
MOTOR RODA

3
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